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GTKHNK 35+: Terdapat 149.176 orang tenaga honorer non kategori usia 

di atas 35+, terdiri dari, Guru bantu, guru honorer ada yang dibiayai dari 

APBD dan dana BOS. PPPK tidak mengakomodir tenaga kependidikan 

karena GTKHNK 35+ terdiri dari tenaga kependidikan dan guru. 
 

1. GTKHNK 35+ meminta untuk dapat diangkat secara langsung menjadi 

PNS tanpa tes melalui Keputusan Presiden. 

2. Jika ada pengadaan PPPK tahun 2021 mohon untuk tetap diangkat 

menjadi PPPK tanpa tes. 

3. Meminta untuk mengakomodir tenaga kependidikan secara 

keseluruhan.  

4. Menyusun regulasi yang pasti untuk penyelesaian tenaga honorer 

seluruh Indonesia. 

5. Syarat ijazah untuk dapat diangkat menjadi PPPK harus linier sangat 

berat untuk dipenuhi.  

6. Memberikan kemudahan dalam proses verifikasi dan validasi ijazah 

melalui sistem online dengan sumber Data Pokok Pendidikan 

(Dapodik).  

7. Pada pengadaan PPPK 2021 diharapkan untuk tidak mengalokasikan 

formasi bagi guru swasta. 

 

FPLKB: 

1. Menyampaikan kesulitan saat melakukan koordinasi dengan 

Kementerian PANRB.   

2. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

FPLKB berada dibawah kewenangan pemerintah pusat. Namun 

sampai saat ini FPLKB dikelola oleh pemerintah daerah. 

3. Berdasarkan pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN status 

kepegawaian yang diakui dalam undang-undang hanya PNS dan 

PPPK. Status kepegawaiandan keberadaan FPLKB tidak jelas/illegal.  

4. FPLKB meminta dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes. 

5. FPLKB meminta dipertemukan dengan Presiden, Kementerian 

PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan stakeholder terkait dalam 

rangka menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. 

   
IV. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 11.38 WIB. 
 

Jakarta, 8 Desember 2020 
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